
Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4355 ); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t.entang Pembentukan 
Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan 
Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Nomor 5587) scbagaimana tetah diubah beberapa kali t.erakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

ten tang 2004 

BUPATI WONOSOBO, 
bahwa untuk mclaksanakan kctcntuan Pasal 110 ayat (2), 
Pasal 119 ayat (31, Pasal 126 ayat (31, Pasal 131 ayat (3), dan 
Pasal 157 ayat (2) Pcraturan Dacrah Kabupatcn Wonosobo 
Nomor 4 Tohun 2017 Tentang Pcngelolaan Barang Mililc Daerab 

maka pcrlu mcnctapkan Pcraturan Bupati tcntang Tata Cara 
Pemindabtanganan Barang Mililc Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Dacrah-daerah Kabupatcn Dalam Lingkungan Propinsi -Jawa 

Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan 

Negara (l,cmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Nomor 4286 ); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tohun 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TATA CARA PEMINOAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR J»TAHUN 2017 

BUPATI WONOSOBO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

Mengingat 

Menimbwtg 

1 



Druam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

I. Pemeriniah adalah Pemerintah Pusat. 

Bagian Kesatu 
Pengertian Umum 

Pasal l 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMINDAHTANGANAN 

BARANG MILIK DAERAH 

Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tenlang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 LS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Pernturan Pcmcrintab Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Oaerah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
8. Peroturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang 
Pedoman Pengelotaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengetotean B11ra11g milik daerah; 

IO. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor I 3 Tahun 2007 
tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2); 

IL Peraturan Oaerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Barang milik doerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 4,Tambahan 

Lcmbaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4); 
MEMUTUSKAN ; 



kewenangan Daerab otonom. 

4. Rnnat• FtrlAIAh RonAti WnnoRObo HebA~i pemecran~ kekuAAAAt'I (')(':nte1olaan 
barang milik daerah. 

5. Dewan Perwakilan Rak/lat Daerah v~o~ selanjutnya disingkat OPRD acla.lah 
lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wonosobo yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara pemerinlahan daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Oaerah Kabupaten Wonosobo dan 

bertindak sebagai Pengelola Barang Milik Daerah. 
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pcngclola adalah 

pejabat yang berwenang clan BertaJ'lggung jawab mclakukan koordinasi 
pcngelolaan barang mi.lik daerah, 

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu 
Bupati dan OPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintsban yang rnenjadi 
kewenangan daemh. 

9. SKPD adalah perangkst daerah selaku pengguna Barang Milil< Oaerab. 
10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang mempunyai Jungsi 

pengelolaan.barang milik daerah selaku pejabaL pcngelola kcuangan daerah, 
11. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. 
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa 

Pengguna adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh 
pengguna unruk menggunakan barang milik daerah yang berada daJam 
penguasaannya, 

13. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas unruk 
menerirna., menyimpan, mengelua.rkan barang dan mengurus barang milik 
daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap Satuan Kerja Perang)<at 

Daerah I unit kcrja. 
14. Unil Pelaksana Tcknis Oinas yang sclanjutnya di singka; UPTD adalah UPTD 

pada SKPO di lingkungan Pemerintah Kabupaten. 
15. Badan Layanan Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat BWD adalah 

SKPD atau unit kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupatcm yang 
mcnerapkan pola pengelolaan keuangan dan layanan kepada masyarakat 
berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan rnencari keuntungan, dan dalam meJa.kukao kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 
J 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo. 

2. 0At'!mh 1ui:11Ah K~hnnatf':n WnnnMho. 

3. Pcmerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah vang m~mimnin ~lAk~~nfum unrnan nP.mP.rintnhnn VAf'IV meniAcii 



17. Barang Milik Dacrah adalah semua barang milik Pemerintah Kabupaten 
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. 

18. Dokumen pcrolehan yang sah adalah dokumen yang dikeluarkan oleh 
pihak-pihak yang berkompeten untuk mcnyatakan kcpemilikan suatu aset/ 
barang. 

19. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen 

berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal dan 
penilai ekstemal. 

20. Penilaia.n adalah proses kegiatan umuk mernberikan suatu opini nilai alas 
suatu objek penilaian berupa barang milik dacrah pacla saat tertentu. 

21. Pemindahtanganan adalah pcngalihan kcpcmilikan barang milik daerah. 
22. Penjualan adalah pengalihan kepcmilikan ba.rang milik daerah kepada pihak 

lain dengan mcncrima penggantian dalam bentuk uang, 

23. Tukar mcnukar adalah pcngalihan kepemilikan barang milik daerah yang 
dilalru.kan antara Pemerintah Dearah dengan Pemerintah Daerah, sesame 
Pcmerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, 
dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit 
dengan nilai seimbang, 

24. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 
25. Penyertaan Modal Pemerintah Oaerah adalah pengallhan kcpemilikan bara.ng 

milik daerah yang semula mcrupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi 
kckayaan yang dipisahkan unruk diperhirungkan sebagai modal/ saham 
daerah pada badan usaha mdik negara, badan usaha milik daerah, atau badan 
hukum lainnya yang dimiliki daerah. 

26. Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya ctimili.ki olch Negara melalui 
penyertasn secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang 
dipisahkan. 

27. Sadan Usaha Milik Daerah, sclanjutnya di.singkat BUMD, adalah badan usaba 
yang scluruh atau sebagian besar rnodalnya dimiliki oleh Pemerintah Dacrah 
melalui penycrtaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 



Pasal 6 
[I] Pcmindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah rnendapat 

persetujuan DPRD untuk: 
a. tanah dan/ atau bangunan; a tau 
b. selain r.anah dan/atau bangunan yang bemilai lebih dari 

RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Bagian Kelima 

Persetujuan Pemindahtanganan 

Pasal 5 

(1) Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian. 
(2) Dikecualikan dari ketenruan sebagaimana dimaksud pada ayal ( l), untuk 

pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 
(3) Penilaian sebagaimana, dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan untuk 

mendapatkan nila.i wajar, 
(4) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan olcb 

Pengguna Ba.rang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang milik 
dacrah banya merupakan nilai taksiran. 

Pasal 4 
Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaaraan tugas 
Pcmcrintah Daerah dapat dipindahtangankan. 

Bagian Keempal 

Prinsip Umum 

Bagian Kctiga 
Bentuk-bentuk pemindahtanganan 

Pasal 3 
Bentuk pemindahtanganan barang milik daerab meliputi: 
a. pcnjualan; 
b. tukar menukar; 
c. hibah; atau 
d. penyertaan modal pemerintah daerah. 

Bagi an Keel ua 
Ruang Lingkup Pemindahtanganan 

Pasal 2 
Ruang lingkup Pcraturan Bupati ini rneliputi tata cara Pemindahtanganan Barang 
Milik Daerah pada : 
a. Pengelola Barang; 
b. Pengguna Barang 



Pasal 10 
( l) Tanah dan/ atau bangunan yang cliperuntukkan bagi kepentingan umum 

sebagaimana climaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, adalah tanah dan/acau 
bangunan yang cligunalcan untuk kegiatan yang menyangkut kepcntingan 

Paoal 9 
Tanah dan/atau bangunan cliperuntukkan bagi pegawai negeri sipil Pcmcrintah 
Kabupaten sebagaimana climaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, adalah: 
a. tanah dan/atau bangunan yang mcrupakan kategori rumab Ncgara/daerah 

golongan Ill; 
b. tanab yang merupakan tana.h kavling yang menurut perencanaan awalnya 

untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pcmerintab Kabupalen. 

Pasal 8 
Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untu.k bangunan pengganti 
sudah disediakan dalam dokumen pcnganggaran sebagairnana climaksud da.lam 
Pasal 6 ayat (2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang clibapuskan adalah 
bangunan yang berdiri di atas tanab tcrscbut dirobohkan untuk sclanjutnya 
didirikan bangunan baru di atas tanab yang sama (rekonstruksi) sesuai 
dengan alokasi angga.ran yang tclab cliscdiakan dalam dokumcn penganggaran. 

Pasal 7 
(1) 1'anah dan/atau bangunan yang sudab tidak sesuai dengan tata ruang 

wilayab atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

huruf a, climaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan dimaksud 
terjadi perubaban pcruntukan darr/arau fungsi kawasan wilayah. 

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kola 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penyesuaian yang 

berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut. 

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

scbagaimana dimaksud pada ayat, {!) buruf a tidak memerlukan persetujuan 

DPRD, apabila: 
a. suda.h tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 
b. barus dibapuskan karena anggaran untuk btmgunan pengganti sudah 

disecliakan dalam dokumen penganggaran; 
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten; 

d. diperuntukkan bagi kepcntingan umum; atau 
e. clikuasai pemerintah daerab berdasarkan keputusan pengadilan yang telah 

mcmiliki kekuatan hukurn tetap dan/ atau berdasarkan ketentuan 
pcrundang- undangan, yang jika status kepemflikannya dipertahankan 
tidalc layak secara ekoncmts. 



bangsa dan Negara, masyarakat luas, rakyat banyak/ bersama, dan/ atau 
kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan pcmerintah daerah 
dalrun lingkup hubungan persa.habatan antar Negara/ dacrah dengan Negara 
lain atau masyarekat/ lcrnbaga inlcmasional. 

(2) Kategori bidang kegiatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) antara lain 
scbagai bcrikut: 
a. jalan umum termasuk akses jalan sesuat peraturan perundangan, jalan to!, 

dan rel kereta api: 

b. saluran air min um/ air bcrsih dan/ atau saluran pembuangan air; 
c. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran 

irigasi; 

d. rumab sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat; 
e. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, atau terminal; 
r. tcmpat ibadah; 
g. sekolah atau lembaga pendidikan non komersial 
h. pasar umum; 
i. fasilitas pemakaman umum; 
J· fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul pcnanggulangan bahaya 

banjir, lahar dan lain-lain bencana; 
k. sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi; 
I. sarana dan prasarana olahraga untuk urnum: 
m. stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pcndukungnya 

untuk lembaga penyiaran publik; 
n. kantor pemerintah, pemerintah daerah, pcrwakilan Negara asing, 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan 
Perscrikatan Bangsa-Bangsa; 

o. Iasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan togas dan fungsinya; 

p. rumab susun sederhana; 
q. tempat pcmbuangan sampab untuk umum; 
r. cagar alam dan cagar budaya; 
s. promosi budaya nasional; 

t. pertamanan untuk umum; 
u. panti sosial; 
v. lembaga pemasyarakatan; dan 
w. pcmbangkit, turbin, trans.misi, dan distribusi tcnaga listrik termasuk 

instalasi pcndukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan, 



Pasal 14 
( I) Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah kcpada Bupati. 

Bagian Kedua 
Pengelola Barang 

Pasal 13 
(1) Mcngajukan usul pemindahianganan, barang milik dacrah yang memerlukan 

persetujuan DPRD. 
(2) Berdasarkan pcrtimbangan Pengelola Barang, menyetujui usu! 

pemindahtanganan batang milik daerah yang tidak memerlukan persetujuan 

DPRO. 
(3) Menetapkan pemlndshtanganan barang milik daerah. 

Bagian Kesatu 
Bupati 

BABn 
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB 

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanab dan/atau 

bangunan yang bcmilal sampai dcngan RpS.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat perserujuan 
Bupati. 

(2) Pemindahtanganan barang milik daerah selain taoah dan/ atau 
bangunan yang bcrnilai lebih dari RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah} 
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetuiuen OPRO. 

(3) Nilru sebagaimana dlmaksud pada ayat (II dan ayat (2) merupakan nilai 
wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan 
penyertaan modal. 

(4) Nilai sebagaimana dlmaksud pada ayat (l} dan ayat (2) merupakan nilaj 
peroleban untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah, 

(S} Usul untuk memperoleh persctujuan DPRO sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diajukan oleb Bupati. 

(6} Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan per tiap usulan. 

Pasal 12 

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa ianah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang 
setelah mendapat persetujuan Bupati. 

Pasa.l 11 



Pasal \8 

(1) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 ayat (2). 
(21 Oalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Bupati 

menugaskan Panitia Penghapusan dan Penjualan barang rnilik daerah untuk 

melakukan penelitian. 
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi: 

Pasal 17 

(1) Penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang diawali dengan 
membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain: 

a. data barang milik daerah; 
b. pertimbangan penjualan; dan 
c. pertimbangan dari aspck tcknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola 

Barang. 
(2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati discrtai 

perencanaan penjualan sebagalmana dimaksud pada ayat (I). 

Pasal 16 
Pelaksanaan penjualan barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang 

dilakukan berdasarka n: 

a. lnisiatif Bupati: atau 
b. Permohonan pihak lain. 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Penjualan Barang Millk Daerah pada Pengelola Ba.rang 

81\B Ill 

PENJUALAN 

I)t:O!!;Ul:ux:U:W.Oya. 

(2) Melakukan penatausahaan barang milik daerah yang dipindabtangankan, 
yang berada pada penguasaannya. 

Pasal lb 

( II Mengajukan usu! pernindahtanganan barang milik daerah yang ada pada 

Bagian Ketiga 
Pengguna Ba.rang 

(:.!) Mengatur pelaksanaan pemmdahtanganan barang rmhk daerah yang telah 

disetujui oleh Bupati atau DPRD. 
(3) Membcnkan pernrnoangan kepada Bupati atas usu! penunda.htanganan 

barang milik daerah dari Pengguna Barang. 



Pasal 21 

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan barang 

milik daerah kepada Bupati. 
(2) Apabila penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memertukan persetujuan DPRD, Bupati tcrlcbih dahulu mcngajukan 

pcrrnohonan persctujuan penjualan kepada DPRD. 
(3) Pcngajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan terhadap: 
a. tanah dan/ atau bangunan sebagaimana climaksud dalam Pasal 6 ayat 

(1) huruf a; 
b. selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat ( 1) huruf b. 

Pasal 20 

(l) Berdasarkan Serita Acara Penelitian sebagaimana climaksud dalam Pasal 19 
ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilal untuk 
mclakukan penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual. 

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clijaclikan sebagai 

dasar penctapan nilai limit penjualan be.rang milik dacrah. 

Pasal 19 

(I) Peneliuan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) 
huruf a dilakukan untuk meneliti: 

a. starus dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas. 
nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data barang milik 

dacrah berupa tanab; 
b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai 

buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa 

bangunan; dan 
c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas 

barang, untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau 

bangunan, 
(2) Penclitian fisik sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 18 ayat (3) huruf b 

dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan 
clijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) clituangkan 
oleb Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya clisampaikan 

kepada Bupati melalui Pengelola Barang. 

a. penelit.ian data administratlf: 
b. pcnclitian Iisik, 



Pasal 23 
(!) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 

22 ayat (1) merupakan pcnjualan barang milik daerah yang dilakulron secara 
lclang, Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan barang milik 
daerah dengan cara telang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Letang. 
(2) Apabila kepurusan penjualan olch Bupati sebagaimana climaksud dalam Pasal 

22 ayat (1) merupakan penjualan barang milik daerah yang dilakukan tanpa 

lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan barang milik daerah secam 

langsung kepada calon pembcli. 
(3) Peojualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dan aya, 

(2) dilakukan serah terima barang berdasarkan: 
a. Rlsalah Ielang, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan secara 

lelang; dan 
b. Akta jual beli, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan tanpa 

Iclang, 

a. data barang milik daerah yang akan dijual; 
b. nilai pcrolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah; dan 
c. nilai limit penjualan dari barang milik daerah. 

memuat: 

Pasal 22 

(1) Bupati menctapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan basil 
penetitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebaga.imana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan persetujuan aebagaimana dirnaksud 

dalam 21 ayat (l) dan ayat (2). 
(2) Keputusan penjualan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

(4) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 
persetujuan DPRD sebagaimana climaksud pada ayat (2) melebihi batas 

waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu 
harus dilakukan penilaian ulang. 

(5) Apabila basil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih 

tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan basil penilaian sebelumnya yang 
diajukan kepada DPRD sebagaimana climaksud pada ayat (2), Bupab tidak 
pcrlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan barang milik 

s..d11!:ralvkcpada DPRD. 
(6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimalcsud pada ayat (5) 

kepada OPRD. 



Pasal27 
Syara.t kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang 
kepacla pejabat negara dan man tan pejabat negara, adalah: 

a. telah berusia paling singkat q (empai] tahun: 
I. terhitung mulal tanggal, bulan, tahun perolebannya, unruk perolehan dalarn 

kond isi baru; atau 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pcniuslan Kendaman Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara 

dan MRnran Pejabat Negara 

(21 Berdasarkan Derita Aearu Scrah Tcrima sebagalmane dimaksud pada ayat [I]. 
Pengguna flai'ang mengajukan usulan peoghapusan barang milik daerah 

kepada Pengelola Barang. 

(11 Serah terima barnng penjualan barang milik daerah pada Pengguna l:larang 

drruangkan dfl.l•m Berita Acara Scrah Tertma . 

Pasal 26 

Pasal 25 
(l) Penjualan barang milik daeran pada 1-'engguna l:larang diawali dcngan 

menylapkan pennohonan penjualan, antara lain: 
a. data barang milik daerah: 
b. pertirnbangan penjualan: dan 
c. pernmbangan darl aspek teknis, ckonomis, da.n yuridis oteh Pengguna 

flarang. 
(21 Pengguna Bai-ang melalut Pengelola Barang rncngajukan usulan permohonan 

peniuatan sebagaimana dimal<sud pada ayat ( I) kcpada Bupati. 
(3) Tata earn penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang scbagalmana 

dirnaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 2 3 berlaku mutatis dan 
mutandis pada tata earn pcnjualan barang milik daerah pada Pengguna 

Barang, 

l:lagian Kcdua 

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pcngguna Barang 

(21 Berdasarkan 13erita Acara seran Teri ma sebagaimana dimaksud pada avai (l ), 

Pcngclola Barang mengajukan usulan pcnghapusan barang milik dacrah 
kepada Bupati. 

Pasal24 
( l) seran tertma barang sebagalmana dtmaksud dalam Pasal 23 ayat (31 

dituangkan dalam Bcrita Acara Serah Tcrima. 



Pasal 31 
Mantan Pejabat Negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa 
melalui !clang memenuhi persyaratan: 
a. telab memiliki masa kcrja atau masa pcngabdian selama 4 (empat) tabun 

atau Jebih secara berturut· turut, terhitung mulai tanggal ditctapkan menjadi 

Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masajabatan; 

Pasal 30 
(I) Pejabat Negara mengajukan pennohonan penjualan kendaraan pcrorangan 

dinas pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara. 
(2) Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada 

aya1 U) adalah tahun te.rakhir pada perlode jabatan Pejabat Negara sesuai 

dengan ketcntuan pcraturan perundang-undangan. 
(3) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa mclalui lelang paling banyak 

l (satu) unit kcndaraan bagi I (satu) orang Pejabat Negara, untuk tiap 
penjualan yang dilakukan. 

Pasal 29 
(!) Syarat Pejabat Negara yang dapat membeli kcndaraan perorangan dinas 

tanpa melalui lelang adaJab: 

a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian sclama 4 [ernpat] tahun 
atau Jebih secara berturut- turut, terhitung mulai tanggal ditctapkan 
mcnjadl Pcjabat Negara; 

b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman 
hukuman pidana penjara paling singkat 5 [lima] tahun. 

(2) Secara berturut-turut sebagaimana dimalcsud pada e.yat {I) huruf a adalab 
secara berkelanjutao menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau 
pada Instansi yang berbeda, 

Pasal 28 
(!) Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada : 

a. pejabat Negara; dan 
b. mantan pejabat Negara. 

{l) Pejabat Negara sebagaimena dimaksud pada ayat (1) buruf a, yaitu: 

a Bupati; 
b. Wakil Bupati. 

(3) Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu: 
a. Mantan Bupati; 

b. Mantan Wakil Bupati. 

2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan 

selain tersebut pada angka I. 
b. sudab tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas. 



(l) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalul lelang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diawali dengan pengajuan permohonan 

penjualan oleh: 
a. Pejabat Negara, pada tahun lerakhir periode jabatan Pejabat Negara; 

Pasal 36 

Pasal 35 
(1) Pejabat Negara yang pernab membeli kendaraan perorangan dinas, dapat 

membeli lagj I [satu] unit kendaraan perorangan dinas tanpa melaJui lelang 
setclah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama. 

(2) Pembclian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara tersebut 
masih aktif sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan. 

Pembayara.n atas penjualan barang milik daera.h berupa kendaraan perorangan 
dinas tanpa lelang dilakukan dengan pembayaran sekaligus pada saat Berita Acara 
Penjualan ditandatangani clan disctorkan ke Rekening Kas Umum Daera.h. 

Pasal 34 

Pasal 33 
Pengguna Barang menentukan barga jual kendaraan perorangan dinas yang dijuaJ 

kepada Pejabat Negara/ man tan Pejabat Negara yang dilakukan ton pa melalui 
lelang dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, 

harga juaJnya adalah 40% (empat puluh persen] dari nilai wajar kendaraan; 
b. kendaraan dcngan umur lebih da.ri 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 200/o 

(dua puluh pcrsen) dari nilai wajar kendaraan, 

Pasal 32 
(1) Kendaraan perorangan dinas yang dijuaJ tanpa melalui Jelang kepada 

mantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 [satu] 
orang mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan. 

(2) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan 
perorangan dinas paling lama I (satu) tahun sejak bera.khirnya masa jabatan 

Pejabat Negara yang bersangkutan. 

b. belum pernab membeli kendaraan perorangan dinaa tanpa melalui lelang 

pada saat yang bersangkutan menjabat scbagai Pejabat Negara; 

c. tldak sedang atau tidak pemah dituntut tindak pidana dengan ancaman 
hukuman pidana pcnjara paling singka; 5 (lima) tahun; dan 

d. tidak dibcrhcntikan dengan tidak honnat dari jabatannya. 



Pasal 38 

[I] Berdasarkan Surat Pcrrnononan sebagasmana dimaksud dalam Pasal 36 ayar 

(31, Pengguna 13arang melakukan perslapan permohonan penjualan, antara 

Jam: 
a. data administrasi kcadaraan pcrorangan dlnas: dan 

b, penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dtnas 

tanpa melalui Jelang. 
(2) Dalam hal persiapau pennohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 11 telah setesat, Pengguna 13arang melalttl Pengelola Barang mengajukan 

Pasal 37 

(ll Surat Permohonan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilamprri 
dokumen pendukung. 

(21 Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (11 bagt Peiabar 
Negara/mantan pejabat negaru, antara lain: 

a. fctokopt Surat keputusan pcagangkatan bagi Pcjabat Negara atau surat 

keputusan pcrnbcrhentian bagi rnanran Pejabat Negara: 
b. fotok.opi kartu idenrltas; 

c. surat pemyataan yang menyatakan belum pernah membell atau pernah 

membeli kencta.raa.n perorangan dina.s tanpa lelang setetah jangka waktu IO 
(sepuluh) tahun seja.k pcmbellan pertama bagi Pcjabat Negara.; 

d. dalam haJ Pejahat Negara mcngajukan pcrnbelian kcmbati kendaraan 
perorangan dlnas Lan pa lelang, dilarnpirkan fotokopl surat kcpu tusan 

pcngangkataa mcnjadl Pcjabat Negara secara bcrkclanjutan dcngan jangka 
waktu lO [sepuluh) tahun sejak pcmbclian pcrtama kcndaraan pcrorangan 

dinas scbagaimana dimaksud pada huruf c; 
c. surat pcrnyataan yang menyat.akan bclum pernah membeli kendaraan 

pcrorangan dinas tanpa mclalui lclang pada saat yang bersangkutan mcojadi 
Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; da.n 

r. surar pernyataan yang menyatakan tidak scdang atau lidak pcrnah 
dltuntut tindak pidana dengaa ancaman hukuman pidana penjara paling 

singkat 5 (limal tahun, 

b. Mantan Pejabat Negara, paling lama I (satu] tahun sejak berakhirnya masa 

[abaran Pejahat Negara yang bersangkutan. 
(21 Pengajuan pcrmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( t] disarnpaikan oleh: 

a. Pejaba1. Negara kepada Pcngguna Barang: clan 

b. Mantan Pejabat Negara kepada Bupati. 

(:)) Surat Pcrmohcnan sebagairnana dimaksud pada ay~t (21 mcmuat antara lain: 

a, dam pribadi, berupa nama, jabaian, alamat, dan rempal/t.anggal lahir; dan 
b. alasan permohonan pernbclian kendaraan perorangan dtnas. 



Pa.saJ 39 
(2) Pengelola Barang mengajuk.an permohonan persetujuan penjualan berdusarkan 

hasil penelitian dan penilaian scbagalmana dunaksud daJam Pasat :\8 ayat (5) 

dan ayar 17) kepa.da 13upati sesual batas kewenangannya. 

(2) Apabila persetujuan Bupari sebagaimana dimaksud pa.da aya.1 ( 11, metebihi 

batas waktu basil penilaian, maka sebclum dilakukan penjuala.n terlebih 
dahulu harus dilakuka.n penilaian ulang. 

(3) Bupati mcnyctujui dan menctapkan kendaraan perorangan dlnas yang al<an 
ctijual bcrdasarkan hasll penelitian dan penilaian scbagalmana dimaksud pada 

ayat ( ti dan ayat (2), paling sedikil mernuat: 
a. data kendaraan perorangan dinas; 

b. nilai perolehan; 
c. uilai buku; 
cl. harga JuaJ kendaraan perorangan din as: dan 

usu Ian penjualan kepada Bupati selaku pemega.ng kekuasaan pengelolaan 
barang milik daerah dtsertai: 
a. forokopi Buku Pemilik Kcndaraan Bermotor : 
b. fotokopi Surat Tanda Nmnor Kendaraan ; 

c. surai pcrmohonan dun dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 ayat (2) dan ayar (3); 

d. surat pernyataan dari pengguna baning bahwa sudah ada kcndaraan 
pcngganti. 

(3) Bupati melakukan penelitian alas usulan pennohonan penjualan sebagalmana 

dimaksud pada ayal (21, 

(4) Dalam melakukan penetiuan sebagaimana dimaksud pa.da. ayal 13). Aupa.ti 
mernbentuk Tim untuk: 
a. melakukan pcueliuan kelayakan atasan dan pertlmbangan permohonan 

penjualan barang millk daerah: 

b. melakukan penelluan fisik, dengan CllJ"8 mencocokkan fisik kendaraan 
pcrorangan dinas yang akan d.iJuaJ dengan data.administn1tir. 

(5) Hasil pcnclitian scbagaimana dimaksud pad a ayat (4) dituangkan dalam 

berim acara hasil penelitian uruuk selanjuinya dlsampaisan kepacl'I Bupali 

melalul Pengelota Barang. 
(6) Bupatl melalul Pengelola Ba.rang menugaskan Tim umuk mclakukan pcnllalan 

atas kcndaraan perorangan dinas yang a.kan dijua.l. 
(7) Hasil pemlaian sebagalmana dima.ksud pada ayar (6) dijadikan scbagal 

dasar pcnctapan nilai limit penjualan barang mlllk daerah. 



Pasal 41 
(I) Tukar menukar Ba.rang milik daerah dilaksanakan dcngan pernmbangan: 

a. untuk memcnuhJ kebutuhan opcrasional penyclenggaraan pemerintahan; 

b. untuk optimallsasi Barang rnllik daeran; dan 
c. tidak tersedia dana dalam I\PBD. 

12) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditcmpub apabila 
pemerint.ah daerah tldak dapar mcnycdiakan tanah dan/ata.u bangunan 

penggantl. 
(3) Selain pcrtirubangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1). tukar menukar 

dapat dilakukan: 
a. apabila Ba.rang milik dacrah berupa tanah dan/atau bangunan sudah 

tidal< sesuai dengan tata ruang wllayah aiau penataan kota; 

b. guna menyarukan Barang milik daerah yang lokasinya terpencar; 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

BABW 

TUKAR MENUKAR 

Pasal 40 
(l) Serah tcrima barang dilaksanakan seielan tunas dlbayar yang dlbuktikan 

dengan surat keterangan pelunasan pernbayaran dari Pengelola 

Barang/Pengguna Ba.rang. 
(2) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan 

barang rnilik dacmh sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagalmana 

dunaksud pada ayat (4). 
(3) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan 

pengendalian petaksanaan penjualan dan penghapusan kcndaraan 
perorangan dinas sesuai tugas. Iungsi, dan kewenangan maslng-maslng sesuai 

dengan ketentuan peraiuran perundang-undangan. 
(41 Kendaraan perorangan clinas yang tidak dilakukan penjualan dengan 

mekanisme sebagaimanu dlatur dalam Pasal 28 scrta tidak digunakan uruuk 

penyelenggaraan rugas, dapat di!akukan penjualan secara lelang. 

(5) Berdasarkan penetapan sebagatmana dimaksud pada ayal (3),Pengelola Barang 

melakukan pcnjualan kendaraan pcrorangan d.inas kepada Pejabat 

Negara/ man tan Pcjabat Negara. 

[4) Dalam hal 6upati udak menyetujui penjualan kendaraan perorangan clinas 

ianpa melalui lelang Bupati memberitahukan secara lcrtulis kepada panobon 

melaJul Penggclola Barang. 



Pasal 43 
Tukarmcnukar dllaksanakan setetah dilakukan kajiFIJ'l bernasarkan: 

a. aspek tcknis, antara lain: 
I. kcbutuhan Pcngclola Barang /PenggunaBarru1g; dan 

2. spesiflkasi barang yang dibutuhkan: 
b. aspck ckonomis, antara lain kajian ierhadap n llai Barang milik daerah yang 

dilepas dan nilal barang pcngganu: 
c. aspek yuridis, antara lain: 

t. taia ruang wilayah dan pcnataan kota; dan 

2. bukti kepcmilikan. 

Pasa.l 42 

(11 Tu kar menukar Barang milik dacrah dapat beru pa: 
a. Tanah dan/atau bangunan yang tclah dlserahkan kepada Bupati; 

b. Tanah danj'atau bangunan yang bcrada pada Pengguna Barang; dan 

c. selain tanah dan/atau bangunan. 
(21 Tanah dan/atau bangunan yang bcroda pada Pcngguna Barang sebagalmana 

dimal<sud pada ayat (!] huruf b antara Jain tanah dan/atau bangunan yang 

masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna 
Barang. terapl tidal< sesuai dengan , ata ruang wilayah a tau penataan kota, 

(3) Tukar menu.kar sebagaimane. dlmaksud pada ayat {I) dilaksanakan oteh 
Pengetola Barang. 

c. dalarn rangka pelaksanaan rencana strntegis pernerintah pusat/pemerintah 

daerah: 
d. guna mcndapatkan/membenkan akses jalan, apablla objek tukar menukar 

adalah Barang millk daerah bcrupa ianah daa/atau bangunan: dan/atau 

c, relah kertnggalan tcknotogi sesuai kcbutuhan, kondisi, atau kctcntuan 

peraruran perundang-undangan, apablla objek tukar mcnukar adalah 

Barang millk daerah sclain tanah dan/atau bangunan. 

(4) tukar menukar barang milik daerah rtapat dilakukan dcngan pihak: 

a. Pemerintah Pusat: 

b. Pernertntah Daerah Iainnya; 
c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum mil!k pemcrintah 

lainnya yang dirnihki negara; 

d, Pemeriruah Desa; atau 

e. swasia; 
(5) Swasta sebegalmana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah pihak swasta, 

baik yang berbenruk badan hukum maupun perorangan. 



menukar membangun bangunan 

men ukar mengharuskan mitra tukar 

barang pengganu, rnitra tukar menukar 
pelaksanaan iukar ( I) Apabila 

Pasal ~7 

(I) Nlll,\i barang pcngganti alas tukar mcnukar paling sedikit selmbang dengan 
mlai wajar Barang milik daerah yang dltepas. 

(2) Apabila nilai barang pcngganti lcbib kecil daripada nilai wajar barang mlllk 
daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening 
Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilal wajar Barang milik 
daerah yru1g dilepas dengan nilai barang pengganti, 

13) Pcnyctcran selisih nilal sebagaimana dimaksud pada ayar (2) dilaksanakan 

paling tamoat 2 (dua) hart kerja sebelum Berita Acara Serah Terima 
ditandatangani. 

(41 Sclisih nilai sebagalmana dlmaksud pada ayar (2) dan ayat (3) dltuangkan 

dalam perjanjian tu kar mcnukar. 

Pasal 41; 

(1) Ba.rang pengganu tukar mcnukar dapat bcrupa: 

a. barang sejenis; dan/atau 
b. barang tidak scjcnis. 

(2) Baraugpengganti utama tukar rnenukar Barang milik daerah berupa tanah, 
narus berupa: 

a. tanah; atau 
b. tanah dun bangunan. 

(31 Ba.rang pengganb utama iukar mcnukar barang milik daerah herupe 

banguuan, dapar berupa; 

a. tanah; 
h. tanah tlan bsngunan: 
c. bangunan; dan/atau 
d. sclain tanah dan/atau bangunan. 

(4) Barang pengganu sebagaimana rlimaksud pada ayat (21 dan ayal (31 harus 

beruda dalam kondisl slap dlgunakan pada tanggal pcnandatanganan 

pcrjanjian tukar menukar atau Derita Acara Serab Terirna . 

PasaJ 45 

Pasal 44 

Ber<lasarkan kajian sebagalmana dirnaksud dalam Pasal 43 terhadap barang millk 

daerah berupa tanah dan/atau bangunan.Bupati dapat mernbcrikan ahernaur 

bentuk lain pengclolaan Barang milik dacrah atas pcrmohonan perserujuan tukar 
menukar yang diusulkan oleh l'engelola Barang/Pcngguna Barang. 



(11 Pelaksanaan tukar mcnukar barang milik daerah yang didasarkan pada 

kebutuhan pengelola barang sebagalmana dimaksud dalarn Pasal 49 huruf a, 
diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelnlan 

mengenal kemungkinan melaksanakan tukar menukar yang didasarkan pada 

pcrtimbangan sebagalmana dtmaksud dalam Pasal 41 ayat { 11 clan ayat (3). 

(21 Pcnelitian sebagaimana dimaksud pada ayat [I] mcliputi: 
a. penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis, 

maupun yuridis; 

b. penelitian data admimstrallf; dan 

c, pcnclitian lisik. 

(3) Penelitian administraut senagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf b 

dllakukan untuk menellti: 
a. status penggunaan dan bukti kepemllikan, gambar situasi terrnasuk 

lokasi tanah, luas, peruntukan, kode barang. kode register, nama barang, 

dan nilai pcrolchan, untuk data barang milik d,;ernh bcrupa taaan: 
b. tahun pcmbuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi 

bangunan.luas, status kepemilikan, lokasl, nilai perolchan. dan nilai buk:u, 

untuk data barang millk daerah berupa bangunan: 

PasaJ 50 

Pasal 49 

Pclaksanaan tukar menukar barang rnllik daerah yang berada pada Pengetota 

Barang dilakukan berdasarkan: 
a. kcbutuhan dari Pengelola Barang untuk rnetakukan tukar menukar; atau 
b. pcrmohonan tukar menukar dari pihal< sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 41 ayat (4). 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pelaksanaan Tokar Menukar Barang Milil< Daerah 

Pada Pengelola Barang 

Tukar menukar dilaksanakan olcb pengelola barang setelah mendapatkan 

persetujuan Bupali sesuai dengan kewenangannnya, 

Pasal 48 

menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan BupaU berdasarkan 

pertimbangan dari SKPD terkait. 
(2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} rnerupakan 

badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi 

(31 Biaya konsullaJ1 pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (11 menjadi 

tanggung jawab mitra tukar mcnukar. 



Pasal 52 

(I) Berdasarkan basil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 nyat (5) 

Bupati mclakukan penetapan mitra tukar menukar. 
(2) Bupati menerbitkan keputusan Lukar menukar paling sedikit memuat: 

a. mitra tukar menukar; 

b. barang milik dacrah yang akan dilepas; 
b. nilai wajar barang milik daerah yang akan dilepas yang masih bcrlaku 

pada tanggal keputusan diterbitkan; dan 
c. rincian rencana barang pengganti. 

(3) Peagelola Barang mengajukan pcrmohonan persetujuan tukar menukar 
kepada Bupati, 

Pasal 51 

( l) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), 
Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai 

berikut: 

a. tanah meliputi luas dan Iokasi yang peruntukannya eesuai deogan tata 
ruang wiJayah; 

b. bangunan meliputi: jenis,luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan 

prasarana pcnunjang; 
c, selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, konclisi barang 

dan spesifikasi barang. 
(3) Penilaian scbagaiman dimaksud pada ayai (1) huruf a dan huruf b dilakukan 

oleh Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupatl. 
(4) Penilaian sebagaiman dimaksud pada ayat (I) buruf c dilakukan oleb Tim 

Penilai Pemcrintah Dacrah yang ditctapkan oleh Bupati. 
(5) Hasil Penilaian scbagaimana dimaksud pada ayat (2) disarnpaikan 

Pengelola Barang kepada Bupati. 

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, 
nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilika.n 

kendaraan untuk data barang milik daerah berupa selain t.anah dan/atau 
bangunan. 

(4) Penelitian Iisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan 

dengnn cara mcncocokkan fisik barang milik daerah yang akan 
ditukarkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Hasil penelitian sebegaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan 
dalam berita acara penelitian. 

(6) Tim menyampaikan beritaacara basil penelitian sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (5) kepada Bupati untuk pcnetapan barang milik daerah menjadi 
objek tukar menukar. 



(4) OaJam hal kewajihao mitra tukar menukar untuk mclengkapi/mcmperhailci 
sehagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka mitra tukar 
menukar berkcwajiban uotuk rnenyetorkan selisih nilai barang milik daerah 
dengan harang pengganti ke rckcning Kas Umum Oaerah. 

(5) Bupati mcmbentuk Tim uotuk melakukan penelitian kelcngkapan dokumen 
harang pengganti, antara Jain bukti kepemilikan, serta menyiapkan Berita 
Acara Serah Terima untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra 

tukar menukar. 

Pengelola Barang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

51 ayat (3) dan ayat (4) terhadap kesesuaiao barang pengganti scsuai 
dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar, 

(3) Dalam ha! basil penilaian sebagaimana tcrsebut pada ayat (2) 
menunjukkan bahwa tcrdapat ketidaksesuaian spesiflkasi dan/atau jumlab 
harang pengganti dengan perjanjian tukar menukar, mitra cukar meoukar 
berkewajihan melengkapi/memperhaiki ketidaksesuai tersebut, 

dilepas, yang daerah (2) Sebelum dilakukan pcnyerahan barang milik 

Pasal 53 

( 11 Bupati membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan 

pengaclaan/ pembangunan barang penggantJ berdasarkan laporan konsultan 

pengawas dan penelitian lapangan. 

(4J Dalam ha! tukar menukar memerlukan persetujuan DPRO, Bupati 
terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada 
OPRO. 

(5) Berdasarkan surat pcrsetujuan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4), Bupat.i dan mitra tukar menukar menandalangani 

perjanjian tukar menukar. 
(6) Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5), mitra tukar menukar melaksanakan: 
a. pekcrjaanpembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai dengan 

perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar alas barang milik daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan. 

b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai 
dcngan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan pengurusan 

dokumen administratif yang dipe.rlukan, tukar menukar atas barang milik 
dacrab berupa selain tanah dan/atau bangunan. 



Pasal 56 
(I) Pengguna Barang mcngajukan permohonan persetujuan tukar menukar 

kepadaBupati melalui Pcngclola Sarong, dengan disertai: 
a. penjelasan/pertimbangnn rukar menukar; 
b. surat pcrnyaiaan atas perlunya dilaksanal<an rukar menukar yang 

dltandatangani oleh Pengguna Barang; 
c. Pcraturan daerah rnengenal tata ruang wllayah atau pcnataan kota: 
d. data administratif barang milik daerah yang dOepas; dan 
e. rincian rencana kebutuhan barang pengganu. 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar 
Pada Pengguna Barang 

(11 Pelaksanaan tukar menukar barang miUk daerah yang didasarkan pada 
pcnnohonan darl pihak sebagalmana dunaksud dalam Pasal 49 hurur b, 
diawali dengan mengajukan permohonan secara tcrtulis kepada Bu patt. 

[21 Permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat ( I) disertai data 
pendukung berupa: 
a. rincian peruntukan: 
b. Jenis/spesW.kasi; 
c. lokasi/data teknis: 
d. pcrkiraan nilai barang pengganti: dan 
c. ha! lain yang dlperlukan. 

(3) Pclaksanaan tukar menukar barang mllik daerah yang didasarkan pada 
kcbutuhan Pengetola Barang sebagaimana dimaksud dalam P.dS8! 50 sampat 
dengan Pasal 54 berlaku mutaus mutandis pada f'elaksanaan tukar menukar 
bara.ng milik daerah yang didasarkan pada pennohonan dari plhak 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 41 ayat (~). 

Pasal 55 

Pasal 54 
(1) Bcrdasarkan perjanjian Tukar Menukar scbagaimana dimaksud dalam Pasal 

52 ay0.1 (5) Pengelola Barang melakukan serah terima barang, yang dituangkan 
dalam Bcrita Acara Serah Terima . 

(2) Berdasarkan Serita Aeara serah Terima sebagalmana dimaksud pada ayat (!), 

Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang miUk daerah yang 
dilepas dari daftar barang Pengguna kcpada Bu pati serta Pengelola Barang 
mencatat dan rnengajukan permohonan penerapan status pcnggunaan 
terhadap barang pcngganti sebagai barang otlllk daerah. 



Pasal 57 

( l) Tukar menukar dilUangkan dalarn perjanjian. 
12) Perjanjlan sebagaimana dimaksud pacla ayat (I) sekurang-kurangnya rnemuai: 

a. identltas pihak; 
b. jenis dan nilai llarang milik daerah; 

c. spcsiflkasi bamng pengganti: 

Bagian Keempat 

Perjanjian dan serna Acara Serah Terima 

(2) Data adrninistratlf Barang milik daerah yang dilepas sebagalmana dimaksud 
pada ayat {I) huruf d, diantaranya: 
a. status penggunaan dan bukti kepemillkan, grunbar sltuasi termasuk 

lokasi tanah, tuas, kodc barang, kodc register, nama barang, dan nilai 
perolehan, untuk barang milik daerah berupa tanah; 

b. tahun pcmbuatan, kode barang, kode register, nama barang. konstruksl 
bangunan, luas, status kepemilikan, nila.i oerotenan, dan nilaJ buku, 
untuk barang millk dacrah berupa bangunan; 

c. tahun perolchan, kode baraag, kode register, nama barang, jurnlah, 
nilai perolehan, nilal buku, kondtsi barang, dan buktl kepemilikan 
kendaraan, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau 

bangunan, 
{3) Rincian rencana kcbutubaa barang pengganti sebagaimana dimaksud pada 

ayai ( LI huruf c, meliputi: 
a. luas dan lokasi yang pcruntukanaya scsuai dengan tata ruang wilayah, 

untuk barang mlllk dacrah berupa tanah 
b. jenis, luas, dan rencana konstruksi bangunan, serta sarana dan 

prasarana penunjang. untuk barang milik daerah berupa bangunan: 

clan/atau 
c. Jumlah, jenls barang, koncllsi barang dan spesllll<asi barang untuk barang 

milik daerah berupa seisin tanah dan/ arau bangunan 
(4) Petaksanaan tukar menukar barang mllik daerah pada Pengelola Barang 

sebagalmana dlmaksud daram Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 ayat ( LI 
berlaku mutaus mutandis pada pelaksanaan rukar menukar barang milik 

daerah pada Pengguna Barang. 

(51 Berdasarkan Berita Acara Serah Tcrima, P1mgguna Barang mcngajukan usu Ian 

penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari Daftar Barang 
Pengguna kepada Pengelola Barang serta Pcngguna Barang mencatat dao 
mengajukan permononan penetapan status penggunaan tcrhadap barang 
pcngganti sebagai barang milik daerah. 



milik daera.h dilakukan dcngan pertimbangan untuk (1) Hibah barang 
Kcpentingan: 

Pasal60 

Bagian Kesaru 
Prinsip Umum 

BAB IV 

HIBAH 

Bupati berwenang membatalkan perjanjian Tokar Menukar secara sepihak dalam 
hal Serita Acara Serah Terima tidak ditandatangani sarnpai dengan batas waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4). 

Pasal 59 

Serita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat ( LJ . 
(2) Serita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang. 
(3) Pcnandatanganan Serita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan paling Jambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan 
perjanjian tukar menukar untuk barang penggantiyang telah siap digunakan 
pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani 

(4) Penandatanganan Serita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah Langgal penandatanganan 
perjanjian tukac menukar untuk barangpengganti yang belum siap 
digunakan pada langgal perjanjian tukar menukar ditandatangani, 

(SJ Penandatanganan Serita Acara Scrah Terima hanya dapat dilakukan dalam hal 

mitra tukar menukar telah memenuhl seluruh ketentuan dan seluruh klausul 

yang tcrcantum dalam pcrjanjian Lukar menukar. 

pengganti dituangkan dalam 
PasaJ 58 

(!) Pcnyerahan barang milik daerah dan barang 

d. klausal bahwu dokumen kepemilikan barang pengganti diatasnamalcan 
pemcrintah daerah; 

e. jangka waktu penyerahan objek tukar menukar; 
r. hak dan kewajiban para pihak; 
g. ketentuan dalam hal terjadi kahar (force mafa,ure); 
h. sanksi; dan 
i, penyelesaian perseliaihan, 

(2) Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar dengan 
Bupati. 



(1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah: 
a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga 

kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial 
berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau 
pernyataan terrulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga 
yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud: 

b. pemerintab pusat; 
c. pemerintah daerah lainnya; 

d. pemerintah desa; 
e, perorangan atau, masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria 

masyarakat berpenghasilaa rendah sesuai ketentuan peraturan perundang 

undangan; atau 

Pasal 63 

Pasal 62 
(1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana 

ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah. 
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) cliJaksanakan oleh Pengclola 

Barang. 

(I) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan: 
a. bukan rnerupakan barang rahasia negara; 

b. bu.kan merupakan barangyang menguasal hajat hidup orang banyak; 
a tau 

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung 
sepenuhnya oleh pihak penerima hibah. 

Pasal 61 

b. budaya; 
c, keagamaan; 
d, kcmanusiaan; 
e, pendidikan yang bersirat non komersial; 
b. penyeleoggaraan pernerintahan pusat/pemerintahan daerah. 

(2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/ daerah seba-gaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara 

pemerintah daerah dengan ma.syarakat/ lembaga intemasional, dan 
pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan rugas dan fungsi 
pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 

a. sosial; 



(I) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang 
didasarkan pada inisiatif Bupati sebsgaimana dimaksud dalam Pasal 65 

Pasal 66 

Pasal 65 
Petaksanaan hlbah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang 
dilakukan berdasarkan: 
a. inisiatif Bupati; atau 

b. permohonan dari pihak yang dapat menenma Hibab $ebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63. 

Tata Cara Hibah barang milik daerah Pada Pengelola Barang 

Bagian Kcdua 

{l) Hibah dapat berupa: 

a. tanah dan/ atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati; 
b. tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan 
c. selain tanab dan/atau bangunan. 

(2) Tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang 
dari awal peogadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang 
tcrcantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran . 

(3) Barang milik daerah selain tan ah dan/ atau bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c metiputi: 
a. Baran,g milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal 

pengadaannya untuk dihibahkan; dan 
b. Ba.rang mili.k daerah selain tanab dan/atau bangunan yang lcbih optimal 

apabila dihibahkan. 
(4) Penetapan barang millk daerab yang akan dihibahkan sebagaimana 

di.maksud pada ayat (!) dilakukan oJeb Bupati. 

Pasal 64 

f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 
(2) Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebaga.imana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d dilakukan dala.m hal: 

a. barang mili.k daerah berskala Iokal yang ada di desa dapat dihibahkan 
kepemilikannya kepada desa; 

b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemcrintah daerah 

kabupaten/kota dikcmbalikan kcpada desa, kecuali yang sudah digunakan 
untuk fasilitas urnum. 



Pasal67 
(I) Pengelola Barang mengajukan permohonan perserujuan hibah kepada Bupati. 
(2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu 

mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD. 
(3) Apabila pennohonan hibah disetujui oleb Bupati sebagaimana dimaksud ayat 

pada ( II a tau disetujui olch DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

buruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan 
penelitian. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: 

a. pc:nclitian data administratif; dan 
b. penelitian lisik. 

(3) Penelitian data administratif scbagaimana dimaksud pada s,ya, (2) buruf a 
dilakukan unruk meneliti: 

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokaai tanah, luas, 
kode barang, kode register, narna barang, nilai perolchan, dan pcruntukan, 
untuk data barang milik daerab berupa tanah; 

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama 

barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemililcan untuk data 
barang milik daerah berupa bnngunan; 

c. tahun perolehan, spesifikasi/ identitas <eknis, bukti kepemilikan, kode 
barang, kode register, oama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan 
jumlah untuk data barang milik daerah berupa selam tanab dan/ateu 
banguoan;dan 

d. data calon penerima hibah, 
(4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima bibah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan klarilikasi kepada 
instansi yang berwcnang dan bcrkompcten mengenai kesesuaian data calon 
penerima hibah, 

(5) Penelitian fisik scbagaimana climaksud pada ayat (2) buruf b dilakukan dengan 

cara mencocokkan fisik barang milik dacrah yang akan dihibahkan dengan 
data administratif sebagaimana climaksud pada ayat (3). 

(6) Hasil pcnclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) 
dituangkan dalam berita acara pcnelitian. 

(7) Tim mcnyampaikan berita acara basil penclitian kcpada Bupati untuk 

mcnctapkan barang miJik daerah menjadi objek hibah. 
(8) Dalam bal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang meminta 
surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima bibah. 



Pasal 69 

(!) Petaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang 
didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah 

sebagaimana dimaksud Pasal 65 huruf b, diawali dengan penyampaian 
permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) memuat: 
a. data pemobon: 

b. alasan permohonan; 
c. peruntukan hibah; 
b. jcnis/ spcsifi.kasi/ nama barang milik daerah yang dimohonkan untuk 

dihibahkan; 

Pasal 68 
(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 67 ayat(3), Bupati dan pihak pcncrima hibah mcnandatangani naskah 
hibah. 

(2) Naskah hibah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang 
lrurangnya: 
a. identitas para pihak; 
b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah; 
c. tujuan dan perunrukan hibah; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 
e. klausul bcralihnya tanggung jawab dan kewajiban kcpada pihak pcnerima 

hibah; dan 
f. penyelesaian perselisihan. 

(3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pongelola 
Barang melakukan serah terima Barang milik daerah kepada penerima hibah 
yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima . 

(4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), 
Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang 
telah dihibahkan. 

Bupati menetapkan keputusan pelaksa.naan hibah, yang selcurang-kurangnya 

memuat: 
a. penerima hi bah; 

b. objek hibah; 
c. nilai perolehan dan nilai buku tcrhadap barang yang dapat dilakukan 

penyusutan, uotuk tanah dan/ atau bangunan; 
d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan 

penyusutan, unru.k selain tanah dan/atau bangunan; dan 
e. peruntukan hibah. 



( l) Pelaksanaan bi bah barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali 
dengnn pembcntukan Tim Internal pada SKPD oleb Pengguna Barang untuk 
mclakukan pcnelitian. 

(2) Penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (11 meliputi: 
a. penclitian data administrotif; dan 
b. penclitian fisik. 

(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dilakukan untu.k meneliti: 
a status dan bukci kepemilikan, gambar sttuasi terrnasuk lokasi tanah, Iuas, 

kodc barang, kode register, nama barang, nila.i peroleban, dan peruntukan, 
untuk data barang milik daerah bcrupa tanah; 

b. tahun pembuatan, konstruksl, luas, kode barang, kode register, nama 
barang, nilai perolchan, nilai buku, dan status kepernilikan untuk data 
barang mnik daerab bcrupa bangunan: 

c. tahun perolehan, spcsifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode 
barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah 

untuk data Barang milik daerah berupa eelain tanah dan/atau bangunan; 
dan 

Pasal 71 

Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah 
Pada Pengguna Barang 

Bagian Ketiga 

(l) Berdasarkan permobonan scbagaimana dimaksud dalam PasaJ 69 ayat (1), 
trupaa mernoenrux 'nm untux meJ.aJrukan peneunan. 

(2) Tata cam penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada 
peiaxsanaan moan yang ordasarean pada 101s1.aWJ:lupatl seoagaimana 
dimaksud dalam Pasal 66 aampai dcngan Pasal 68 bcrlaku mutatis mutandis 
terhadap tata cara penetiuan sampru dengnn pelaksanaan seran tenma pada 

pelaksanaan hibah yang didasarkan pada permobonan pihak pemohon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69. 

(3) Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang 
mcmberitahukan kepada pihak yangmengajukan permohonan hibah, disertai 
dengan alasannya, 

l'asal 70 

c. Jumlah/ lltas/ volume t:larang rrultk eaeran yang <h mohonkan untuk 
dihibahkan; 

a. 101<as1/data tekms; dan 
b. surat pernyataan kesediaan menerima hibah. 



(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persecujuan hi bah kepada Bupat.i. 
(2) Dalam ha! hibah memerlukan persetujuao DPRD, Bupati tcrlebih dabulu 

mengajukan permobonan persetujuao hlbab kepada DPRD. 
(3) Apabila permohonao bibab disl:tujui olcb Bupati scbagaimana dimaksud pada 

ayat (1) atau disetujui DPRD sebagaimana dimakl!ud pada ayat (2) Bupati 

menctapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya mcmuat:a. 
penerima bibah; 
a. objek bibah; 

Pasal 73 

Tata cara penclitian Barang milik daerah yang akan dihibahkan yang berada pada 
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berlaku mutatis 
mutandis tcrhadap tata earn penelitian alas permohonan yang diajukan olch 
Pengguna Barang kcpada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
71. 

Pasa172 

i. lokasi .. 
(7) Penyampaian surat permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (6) 

disertai dengan surat pcmyataan kcsediaan menerima hibah. 

d. data calon penerima Hibah. 
(4) Pcnclitian fisik scbagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan 

cara mencocokkan fisik barang milik dacrah yang akan dihibahkan dengan 

data administralif sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Hasil penclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan 

dalam berita acara penelitian dan sclanjutnya disampaikan Tim kepada 
Pengguna Barang. 

(6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), Pongguna Barang mengajuk.arl pcnnohonan hibah kepada Pengelola Barang 
yang memuat: 

a. data caJon penerima hibah; 
b. alasan untul< menghibabkan; 
c. data dan dokumen atae tanab dan/ atau bangunan; 
d. peruntukan hibah; 
e. tahun perolehan; 
f. status dan bukti kepemilikan; 
g. nilai perolehan; 
h. jenis/spesifil<asi Barang milik dacrah yang dimohonkan unruk dihibahkan; 

dan 



Pelaksanaan hibah Barang milik daerah bcrupa tanah dan/atau bangunan dan 
selain tanah dan/ atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk 
dihibahkan scbagalmana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) huruf a 
mengikuti ketentuan peratumn perundang-undangan. 

Pasal 74 

(8) Berdasarkan Serita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), 

Pengguna Barang mengajukan usuJan penghapusan barang milik daerah yang 
telah dlhibahkan. 

b. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan 

penyusutan, untuk tanah dan/ atau bangunan; 

c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan 

penyusutan. untuk selain tanah dan/atau bangunan; clan 
d. peruntukan hibah. 

(4) Apabila pcrmohonan Hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelota 
Ba.rang mcnerbitkan surar penolakan kepada Pengguna Barang yang 
mengajukan permohonan discrtai dengan alasannya. 

(S) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah menandatangani naskah 
hibah. 

(6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang 
kurangnya: 
a. identitas para pihak; 
b. jcnis dan nilai barang yang dilakukan hibah; 
c. tujuan dan peruntukan hibah; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 

e. klausul bcralihnya tanggung jawab dan kcwajiban kepada pihak 
penerima hibah; dan 

r. penyelesaian perselisihan. 
(7) Bcrdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola 

Barang mclakukan serah terima Barang milik dacrah kepada penerima hibah 
yang dituangkan dalam Serita Acara Scrah Terima. 



Pasal 77 
(I) Penetapan barang milik dacrab berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 

disertakan sebagai modal pcmcrintah daerab sebagaimana dlmaksud dalam 
Pasal 76 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati , sesuai batas kewenangannya. 

(2) Tanah dan/ atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b antara lain tanah 

Pasal76 

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas ha.rang milik daerab dapat berupar 

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati; 
b. tanah dan/ a tau bangunan pada Pengguna Barang; atau 
c. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas ba.rang milik dacrah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan oleh Pengelola Barang setelah 
mendapat persetujuan Bupati, sesual batas kewenangannya. 

(1) Penyertaan modal pcmerintab daerah atas barang milik daerah dilakukan 
dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan lcinerja Badan 

Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimilikl Negara 
sesuai dengan ketentuan pemturan perundang-undangan. 

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut: 
a. Bara.ng milik daerah yang dari awal pcngadaannya sesuai dokumen 

penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Mllik Negara/Daerah atau 
badan hukum Jainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan 
pemerintah; atau 

b. Barang milik daerab lebih optimal apabila dikclola oleb Badan Usaha 
Milik Negara/Dae.rah atau badan bukum lainnya yang dimiliki Negara baik 
yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. 

(3) Penyertaan modal pemer!ntab daerab ditetapkan dcngan Peraturan Daerah. 

(4) Ba.rang milik daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah 

disertakan dalam penyertaan modal pemerintab daerab kepada Badan Usaha 
Milik Negara/ Daerah atau badan hukum !ainnya yang dimiliki Negara rnenjadi 
kekayaan yang dlpisabkan mengikuti ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 75 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

BABY 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 



b. Tim yang ditetapkan oleb Bupati untuk selain tanah dan/ atau bangunan 
yang akan dijadikan objek penyertaan modal. 

(2) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati. 
(3) Bupati mcmbcntuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap: 

a. hasil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentua.n 
peraturan perundang-undangan; 

b. data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesiftkasi/identitas 
teknis, bukti kepemiiikan, kode barang, kode register, nama barang, clan 
nilai perolehan atau nilai buku; 

c. kesesuaian tujuan penycrtaan modal pcmcrintah daerah,sebaga.imana 
dimaksud dalam Pasal 7 4. 

(4) Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal 

pemerintah daerah dan/ atau SKPD terkait, yang dituangkan dalam dokumen 
hasil kajian. 

(5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

penyertaan modal pemerintah daerah layak dilaksanakan, ma..ka calon 

yang akan dijadikan objek pen_yertaan modal; bangunan 

Pasal 79 
(1) Pengelola Barang mclaksanakan penilaian dengan menugaskan: 

a. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati, untuk tanah dan/atau 

Tata Cara Penyertaan Modal Pemcrintah Dacrah 
Atas Barang Milik Dacrah pada Pcngelola Barang 

Bagian Kedua 

Penycrtaan modal pemerintah daerah dilaksanakan bcrdasarkan analisa kelayakan 
investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 78 

dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk 
disertakan sebagai modal pemerintah dacrah scsuai yang tereantum dalam 

dokumen penganggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 
(3) Barang milik daerah selain tanah dan/ a tau bangunan yang berada pada 

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 76 ayat {l) huruf c 
antara lain meliputi: 
a. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal 

pengadaannya untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah; 

b. Barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunnn yang lebih optimal 
untu.k. disertakan scbagai modal peme.rintah daerah. 



(I) Berdasarkan Pcraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerinlah Daerah 
sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (6), Pengelola Barang 
mclaksanakan penycrtaan modal pemerintah daerah berpcdoman pada 
keputusan Bupati sebagaimana dimaksud daJam Pasal 80 nyat (4). 

(2) Berdnsarkan peraturan daerah dan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), Pengelola Barang melakukan serah terima dcngan penerima 
Penyertaan Modal Pernerintah Da.erah yang dituangkan dalam Bcrita Acara 

Serah Terima . 

Pasal 81 

(!) Pengelola Barang mengajukan permobonan persetujuan penyertaan modal 
pemerintah daerah kepada Bupati. 

(2) Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan perseuuuan 
DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada 
DPRD. 

(3) Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) atau tidak diserujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Bupati mclaJui Pengelola Barang memberitahukan pada calon pe.nerima 
pcnycrtaan modal disertai dengan alasan. 

(4) Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas Barang milik 
daerah disetujui olch Bupati sebaga)mana dimaksud pada I\YBL (1) atau 
disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mencLapkan 
keputusan etas Barang milik daerah yang akan disertakan sebaga.i penyertaan 
modal. 

(5) Pengelola Bai:ang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang 
penyertaan modal pemerintab daerah dengan melibatkan SK.PD terkaiL 

(6) Rancangan Peraturan Dacrah tentang pcnycrtaan modal pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD untuk 

dilakukan pcmbahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebaga.i Peraturan 
Daerah tentang penyertaan modal. 

Pasal 80 

pencrima penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surat 
pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah dacrah yang 
berasal dari barang milik daerah. 

(6) Tim mcnyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayaL 
(4) dan suro.t pernyataan kesediaan menerima penycrtaan modal pemerintah 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (5) kepada Bupati. 



Bcrdasarkan Berita Acara Serab Tcrima Pcngguna Barang mcngajukan usulan 
pcoghapusan Barang milil< daerah yang telah dijadikan pcnyertaan modal 

pemerintah daerah. 

Pasal 84 

Pasal 83 
{!) Penyertaan modal pcmcrintah daerah yang dari awal pengadaannya 

direocanakan unruk dijadikan sebagai penycrtaan modal pemerintah daerah, 
maka Pengguna Barang mclalui Pcngelola Barang mengajukan usu! kepada 
Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa; 
a. data administratif, antara lain; 

I. Ookumen anggaran dan/atau dokumcn perencanaannya; 
2. nilal realisasi pelaksanaan anggaran; dan 
3. kcputusan pcnetapan status pcnggunaan. 

b. dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenal penyertaan modal 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk optimalisasi 
barang milik daerah, maka pengajuan usul olch Pengguna Barang mclalui 
Pengelola Barang kepada Bupati disertai pertimbangan dao kelengkapao data 
berupa: 
a. data administratif, antara lain tahun perolehao, spesifikasi/identitas 

teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan 
nilai perolehan atau nilai buku; 

b. dokumen hasil analisa kelayakan inveatasi mengenai penyertaao modal 
sesuai ket.entuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Tata cara penyertaan modal pemcrintah daerah mengenai penilaian sampai 
dengan serah terima barang yang disertakao sebagai penyertaan modal 
pcmcrintah daerah yang berada pada Pcngclola Barang oebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 berlaku mutatis murandis pada 
pcnilaian sampai dcngan scrab tcrima barang yang akan discrtakan sebagai 
penyertaan modal pernerintah daerah yang berada pada peogguna barang. 

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Dacrah 

Alas Barang Milil< Daerah Pada Pengguna Barang 

Bagian Ketiga 

Pasal 82 
Bcrdasarkan Serita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 
ayat (2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah 

yang tclah dijadikan pcnycrtaan modal pemerintah daerah. 
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Pasal 86 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar seriap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Wonosobo. 

BAB VU 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 85 
Proses pernanfaatan Barang milik daerah yang sedang berjalan dan belum 
ditetapkan dcngan Kcpuiusan Bupati, menyesuaikan dengan Pcraturan Bupati 
ini. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 



EKO SUTRISNO WIBOWO 

BERITA DAERAH KABUPAT[;;N WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 

Diundangkan di Wonosobo 

pada tanggal 

SEKRE1'ARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

EKO PURNOMO 

BUPATI WONOSOBO, 

Ditetapkan di WONOSOBO 

pada tanggal 

Pasal 86 
Peraruran Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mcngctahuinya. mcmcrintahkan pcngundangan Peraturan 

Bupati ini dcngan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 85 
Proses pernanfaatan Barang milik daerah yang sedang berjalan dan belum 
ditetapkan dengan Kcputusan Bupati, rnenycsuaikan dengan Peraturan Bupati 
ini. 

BABVI 

K£TENTUAN PERALJHAN 



EKO SUTRJSNO wrsowo 
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

Diundangkan di Wonosobo 

EKO PURNOMO 

BUPATI WONOSOBO, 

Ditetapkan di WONOSOBO 

pada tanggal 

Pasal 86 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahka.n pengundangan Peraturan 
Bupali ini dcngan penempatannya dalam Serita Dacrah Kabupaten Wonosobo. 

BAB Vll 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 85 
Proses pemanfaatan Berang milik daerah yang sedang berjalan dan belum 
ditctapkan dengan Kcputusan Bupari, menyesuaikan dengan Peraturan Bupari 
ini. 

BAB VJ 
KETENTUAN PERALIHAN 



EKO SUTRJSNO WIBOWO 

BERJTA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 

Diundangkan di Wonosobo 
pada tanggal 14 }4.bv UJ () 

SF.:KRE1'ARJS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, 

OSOBO, 

OSOBO 
/i(JV ~p 

Pasal 86 

Peraiuran Bupati ini mulai berlaku pada tanggol diundangkan. 
Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran 
Bupati ini dcngan penernpatannya dalarn Serita Daera.h Kabupat wonosobo. 

BAB VD 
KE'l'ENTUAN PENUTUP 

Pasal 85 
Proses pemanfaatan Barang milik daerah yang sedang berjalan dan belum 
ditetapkan dengan Kcputusan Bupati, menyesuaikan dengan Peraturan Bupati 
ird. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 


